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Guru berperan sebagai pendidik yang memiliki figur sekaligus kritis dalam
mendisiplinkan murid. Namun, dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh,
dimana guru dihukum karena memukul murid dalam mendidik, sehingga muncul
pertanyaan mengenai batas antara tindakan disiplin (tuchrecht) dan kekerasan
menurut hukum pidana serta relasinya dengan perlindungan hukum bagi guru yang
telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen. Persoalan tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini untuk mengkaji
bentuk perlindungan hukum bagi guru yang melakukan tindakan pendisiplinan
yang dinilai sebagai kekerasan terhadap murid, serta bagaimana hakim menilai dan
menarik batas antara tindakan disiplin dan kekerasan terhadap peraturan
perundang-undangan dimaksud dengan tujuan memberikan kontribusi teoritis bagi
pengembangan ilmu hukum pidana dan manfaat praktis bagi pemangku
kepentingan dalam penyusunan, interpretasi, dan penerapan regulasi terkait.

Perlindungan hukum adalah upaya negara mengayomi hak seseorang dari
tindakan yang merugikan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2005, guru merupakan tenaga profesional yang bertugas mendidik,
mengajar, dan membimbing murid. Hubungan guru dan murid menimbulkan
praktik pendisiplinan yang kadang dikategorikan sebagai kekerasan, sehingga
diperlukan perlindungan hukum bagi guru saat menjalankan tugas profesional tanpa
mengabaikan hak murid sebagai subjek yang juga wajib dilindungi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi guru
menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen meliputi
perlindungan preventif melalui pembinaan, serta pedoman pelaksanaan tugas, dan
perlindungan represif berupa pendampingan serta pembelaan hukum, namun
perlindungan tersebut gugur apabila perbuatan guru memenuhi unsur tindak pidana
kekerasan terhadap anak. Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Drh,
hakim menegaskan batas tegas antara disiplin edukatif dan kekerasan dengan
menilai bentuk perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, di mana tindakan fisik yang
menimbulkan rasa sakit atau luka dinyatakan sebagai kekerasan yang dilarang
hukum, sehingga dalih kewenangan mendisiplinkan murid tidak dapat menghapus
pertanggungjawaban pidana dan justru menegaskan kewajiban guru untuk
menghormati serta melindungi martabat peserta didik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi guru
diberikan secara preventif dan represif, namun gugur apabila guru melakukan
kekerasan terhadap anak, sehingga disarankan kepada pemerintah daerah
menetapkan batas kewenangan pendisiplinan guru agar tercipta kepastian hukum
dan terhindar dari tindak pidana terhadap anak.
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Teachers play a dual role as educators and figures of authority who
discipline students. However, in Decision No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh, a teacher
was convicted for hitting a student in the name of discipline, raising questions about
the boundary between disciplinary measures (tuchrecht) and criminal violence, as
well as its relation to legal protection for teachers guaranteed under Law No. 14 of
2005 on Teachers and Lecturers. This issue forms the basis of this research to
examine the form of legal protection for teachers whose disciplinary actions are
deemed as violence, and how judges determine the boundary between discipline
and violence under the relevant regulations, with the aim of contributing
theoretically to criminal law scholarship and providing practical benefits for
stakeholders in drafting, interpreting, and implementing related policies.

Legal protection is a state effort to safeguard the rights of individuals from
harmful acts. According to Article 1(1) of Law No. 14 of 2005, teachers are
professional educators tasked with teaching and guiding students. The teacher
student relationship often involves disciplinary practices that may be classified as
violence, thus requiring legal protection for teachers in performing their duties
without ignoring the rights of students as subjects also protected by law.

The findings show that legal protection for teachers under Law No. 14 of
2005 includes preventive protection through professional guidance and task
guidelines, and repressive protection through legal assistance and defense, but such
protection lapses when the teacher’s conduct fulfills the elements of violence
against children. Based on Decision No. 16/Pid.Sus/2019/PN Drh, the judge drew
a clear boundary between educational discipline and violence by assessing the
nature of the act and its consequences, where physical acts causing pain or injury
were classified as unlawful violence, thus, the argument of disciplinary authority
could not negate criminal liability and instead reinforced the teacher’s obligation
to respect and protect the dignity of students.

This research concludes that legal protection for teachers is provided both
preventively and repressively, but lapses when violence against children occurs,
therefore it is recommended that local governments establish clear limits on

disciplinary authority to ensure legal certainty and prevent criminal acts against
children
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